BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.Kesimpulan
1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jabar (Sub.Dit Industri dan
Pedagangan/Indag) menerima pengaduan dari korban yang telah
melebihi ketentuan Pasal 74 KUHP, yaitu telah melebihi waktu 6
bulan atau 9 bulan jika korbannya berdomisili di luar negeri, hal ini
karena penyidik wajib menerima semua laporan dan pengaduan
dalam dugaan tindak pidana serta kurang memperhatikan ketentuan
Pasal 74 KUHP. Penyidik melakukan tahapan proses penyelidikan,
hasilnya kemudian di gelar perkara di tingkat Direktorat Kriminal
Khusus Polda Jabar. Hasil gelar perkara menyatakan perkara ini
dapat dilanjutkan. Akibat penetapan tersebut, tersangka mengajukan
praperadilan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan hasil putusan
tersebut menetapkan bahwa penetapan tersangka oleh penyidik
dinyatakan sah menurut hukum. Putusan tersebut tidak memuaskan
tersangka, kemudian tersangka mengajukan keberatan ke Mabes
Polri di Jakarta, kemudian oleh Mabes Polri di gelar kembali
perkaranya dengan cara memanggil penyidiknya untuk hadir dalam
gelar perkara bersama Bareskrim Mabes Polri. Hasil gelar perkara
tersebut ditemukan fakta baru bahwa antara penerimaan laporan

pengaduan dengan kejadian perkara telah melebihi waktu 6 bulan,
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dan disarankan agar meminta keterangan ahli dari Kantor Imigrasi,
sehubungan korban mimiliki ijin tinggal sementara (Machtiging tot
Voorlopig VerblijffMVV atau Stay end Enjooy/TEV) di Swedia, namun
dalam somasi pelapor kepada terlapor, suratnya di tulis di Jakarta.

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Penyidik untuk melengkapi berkas
perkara, adalah dengan cara meminta keterangan seorang ahli dari
Kantor Imigrasi, yang dapat menyatakan bahwa sehubungan anak
korban sedang belajar di Swedia, dan korban selaku orang tuanya,
dapat diberikan izin untuk tinggal sementara di Swadia, dengan
alasan tersebut, mudah-mudahan korban dapat dianggap berdomisili
di Swedia sampai anaknya lulus sekolah, karena selaku orang tua,
apalagi korban hidup sendiri (tanpa ada istri karena sudah bercerai)
dalam mengurus anak-anaknya, dapat dianggap focus tinggal

sementara di luar negeri.

B.Rekomendasi
1. Sehubungan delik aduan dalam perkara tindak pidana hak cipta
terikat oleh daluarsa yang diatur dalam Pasal 74 KUHP, maka
walaupun secara hukum dapat diterapkan kemudian setelah perkara
perdatanya selesai, maka demi hukum justru sebaliknya, khusus
untuk delik aduan dalam dugaan tindak pidana hak cipta harus

didahulukan, mengingat batasan waktu yang tidak lama.
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2. Diperlukan adanya ketentuan teknis yang mengatur tentang
permasalahan yang seperti penulis teliti, khususnya dalam rangka
penyelesaian status kewarganegaraan dalam implementasi

penerapan Pasal 74 KUHP.
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